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K ebijakan pengenaan PPN atas penyerahan obat di Indonesia tentunya dapat menambah penerimaan negara.
Namun, kebijakan tersebut sgjatinya belum banyak memihak kepada masyarakat. Dikenakannya PPN atas
penyerahan obat akan menambah beban biaya hidup dari masyarakat karena PPN menjadi salah satu faktor
terbesar dalam menentukan harga obat. Tujuan penelitian ini untuk menentukan menganalisis kebijakan
pengenaan PPN atas penyerahan obat ditinjau dari asas ease of administration dan menentukan alternatif
kebijakan atas kebijakan ini. Pendekatan yang digunakan adal ah post-positivist. Metode yang digunakan
adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya
memenuhi asas ease of administration dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan beberapa indikator di
dalamnya, seperti indikator efficiency, convenience, dan simplicity belum sepenuhnya memenuhi asas ease
of administration Kemudian, alternatif yang dihasilkan dari penelitian ini adalah obat dikategorikan sebagai
barang esensial yang tidak dikenakan PPN dan diterapkannya skema multi tarif PPN di Indonesia. Peneliti
mendorong pemerintah untuk menyederhanakan mekanisme pelaksaan kewajiban perpajakan serta
pemerintah harus memfokuskan kenyamanan parawajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pengenaan
PPN atas penyerahan obat ini. Tak hanyaitu, kedua alternatif kebijakan tersebut juga dapat terlaksana di
Indonesia dengan catatan bahwa pemerintah melakukan limitasi terhadap obat yang sangat dibutuhkan oleh
masyarakat dan melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak terkait dalam hal penurunan tarif PPN atas
penyerahan obat di Indonesia. Lalu, untuk obat-obatan yang digunakan untuk perawatan tubuh dan
kecantikan sebaiknya tetap menjadi penyerahan yang dikenakan PPN untuk meningkatkan penerimaan
negara.

...... The policy of imposing VAT on drug delivery in Indonesia can certainly increase state revenue.
However, the policy has not actually favored the community. The imposition of VAT on drug delivery will
increase the burden of living costs from the community because VAT is one of the biggest factorsin
determining drug prices. The purpose of this study is to determine analyze the policy of imposing VAT on
drug delivery in terms of the principle of ease of administration and determine policy aternativesto this
policy. The approach used is post-positivist. The method used is qualitative. The data collection techniques
used in this research are in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that this
policy has not fully met the principle of ease of administration in itsimplementation. Thisis because some
of the indicatorsin it, such as efficiency, convenience, and simplicity indicators have not fully met the
principle of ease of administration. Then, the alternatives resulting from this research are drugs categorized
as essential goods that are not subject to VAT and the implementation of a multi-tariff VAT schemein
Indonesia. Researchers encourage the government to simplify the mechanism for implementing tax
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obligations and the government must focus on the convenience of taxpayers in carrying out the obligation to
impose VAT on the delivery of this medicine. Not only that, the two alternative policies can aso be
implemented in Indonesia with a note that the government limits the drugs that are urgently needed by the
community and conducts socialization to related taxpayers in terms of reducing VAT rates on drug delivery
in Indonesia. Then, for drugs used for body care and beauty, it should remain as a delivery subject to VAT
to increase state revenue.



